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TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

Menindaklanjuti Peraturan MENPAN RB Nomor .1_1 tahun 2015 tentang

Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Permendagri Nomor 135 tahun
2018 téntang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 'Lingkungan
Pemerintah Daerah, bahwa seluruh aparatur sipil ' negara di lingkungan
Pemerintah Provinsi Bali diharapkan mendukung dan terlibat langsung dalam
percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) yang menyeluruh menuju
birokrat yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, birokrat yang efektif dan
efisien, serta birokrat yang mampu memberikan pelayanan berkualitas sehingga
mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan kelas dunia 2025. Sehubungan
dengan hal tersebut, agar Pimpinan Perangkat Daerah berkomitmen untuk
melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Inti dari reformasi birokrasi adalah perubahan pada mental aparatur. Namun
perubahan dimaksud juga harus ditujukan kepada seluruh Sistem yang
melingkup aparatur yaitu 8 (delapan) area perubahan.

2. 8 (Delapan) area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi
manajemen perubahan (pola pikir & budaya kerja), pengawasan,
akuﬁ%_{abilitas, kélembagaan, tatalaksana, manajemen SDM aparatur,

peraturan perungdang-undangan dan pelayanan publik.



3. Manajemén perubahan (pola pikir & budaya kerja) dilakukan melalui

pelaksanaan kegiatan:

]

Meningkatkan komitmen pimpinan menuju birokrat yang bersih, akuntabel
dan berkinerja tinggi, birokrat yang efektif dan efisien, serta birokrat yang
mampu memberikan pelayarian berkualitas sehingga terwujud clean
government & good governance.

K:eterlibatan pimpinan perangkat daerah secara aktif dan berkelanjutan
déiam menerapkan budaya kerja;

Pembentukan dan penerapan agen perubahan (agent of changé);
Pimpinan segala jenjang menjadi panutan (role model) dalam penerapan
budaya kerja; dan

Mengembangkan nilai-nilai budaya kerja untuk meningkatkan integritas

dan kinerja (sosialisasi, internalisasi, penyebaran informasi melalui media

: kci)munikasi).

1 Peng?uatan sistem Pengawasan dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan:

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP):
Pengendalian gratifikasi;

Penanganan benturan kepentingan;

Penanganan pengaduan masyarakat melalui sistem LAPOR (Layanan
Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat); dan

Pengembangan Whistle Blowing System.

Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (ZI/WBK);

5. Penguatan akuntabilitas kinerja dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan:

Penyelarasan dalam perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja;
Sinkronisasi renstra daerah (RPJMD) dengan renstra organisasi perangkat
daerah;

Sinkronisasi penyusunan indikator kinerja utama daerah dan organisasi
perangkat'daerah;

Sinkronisasi penyusunan pohon kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai
dengan pengawas; | _

Sinkronisasi penyusunan perjanjian kinerja pejabét pimpinan tinggi sampai
déngan pengawas; |

Penyusunan data capaian Kinerja per triwulan; _
Penyusunan laporan kinerja daerah dan organisasi perangkat daerah

secara terbuka; dan



Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

berbasis teknologi informasi (aplikasi e-SAKIP).

6. Penghatari kelembagaan dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan:

Evaluasi organisasi perangkat daerah; dan

Pénataan organisasi perangkat daerah.

7. Pengnatan tatalaksana dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan:

Penyusunan peta proses bisnis;

F’%enyusunan standar operasional prosedur (SOP);.
Pielaksanaan keterbukaan informasi publik;
Pienerapan e-government (mendukung indeks SPBE);
Péenguatan sistem pengadaan secara elektronik; dan

Penguatan sistem kearsipan (mendukung indeks kearsipan).

8. Penguatan sistem manajemen SDM aparatur dilakukan melalui pelaksanaan

kegiatan:

Pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerjé dan evaluasi jabatan;
Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
Proses penerimaan pegawai transparan, objektif dan bebas dari KKN;
Pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan;

Assesment pegawai dan uji kompetensi pegawai;

Penerapan penetapan kinerja dan penilaian kinerja in?dividu ASN
berdasarkan analisa beban kerja.

Pénerapan sistem penghargaan dan sanksi dalam pengukuran kinerja
p(iagawai;

Penyusunan standar kompetensi jabatan sruktural dan fungsional;
Penerapan sistem promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka;
Penegakan aturan disiplin pegawai; dan

Pembangunan sistem informasi kepegawaian.

9. Penguatan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui pelaksanaan

kegiatan:

Penyusunan Perda dan Pergub yang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, berpihak pada kepentingan umum
dan tidak bertentangan dengan kesusilaan; dan

Pembangunan sistem pengendalian dalam penyusunan produk hukum

daerah.



10 Pemngkatan kuallms pelayanan publ:k dllakukan melalu pelaksanaan
. keglatan |

= :,Penerppan standar'pelayanan dan maklumat pelayanan

.....

pelayanan pnma"”" - e ‘ i" e

3 _Penmgkatan : kapasntas pemberl 1ayanan untuk mewu;ud-kan budayé

. 'i:’engelolaan pengaduan pelayanan publik; dan g 1
e Penllalan kepuasan terhadap pelayanan publik. -

J "Pengembangan teknolog[ informasi dalam pelayanan publlk dan
° " Pembentukan unit layanan administrasi dan konsultasi.
11 Datam mendukung percepatan pelaksanaan RB, Pemerintah Provinsi
didorong untuk membangun inovasi-daerah dalam bentuk inovasi tata kelola
“pemerintahan, inovasi pelayanan publik dan pelaksanaan proyek perubahan.
12. Area perubahan dimaksud tercantum dalam Road Map Reformasn Birokrasi

yang disusun oleh Tim RB Pemerintah Provinsi Bali. Road Map RB dlgunakan

untuk menyusun rencana aksi percepatan pelaksanaan RB. i :

13. Evaluasi ‘secara nasional terhadap pelaksanaan RB Pemenntah Daerah

dltakukan oleh tlm evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformam B[rokrasa : 1

. \ ,
14, Koordmam terkalt pelaksanaan Reformasi  Birokrasi dapat menghubungl

baglan Pehgem‘bangan Kmerja Biro Organlsasl Setda Provinsi Bah

!,.
i

. . . |.|

Demtktan untuk menjad; perhattan dan dllaksanakan dengan penuh

tanggung Jawab i | e U - - ' ]
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